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Lombok Tengah NTB - Satu tahun lebih kasus BLUD RSUD Praya Kabupaten
Lombok Tengah (Loteng), tidak ada kabarnya. 

Sekretaris Pemuda Pancasila Lombok Tengah M. Sahirudin.



Padahal, dalam jumpa pers yang telah dikutip sejumlah media masa
menyebutkan, kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng Fadil Regan mengaku,
kasus BLUD RSUD Praya, telah merugikan negara miliaran rupiah, sebab dalam
jangka 4 bulan saja, telah ditemukan kerugian negara mencapai Rp.
759.000.000.- ( tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah ) per 4 (empat) bulan. 

Berarti kerugian negara atas kasus BLUD dari tahun 2018 s/d tahun 2020 equal
dengan 8 X Rp. 759.000.000.- = Rp. 6.072.000.000.- (enam miliar tujuh puluh
dua kuta rupiah).

"Sudah jelas jelas kerugian negara hasil audit kejaksaan di empat bulan saja
mencapai Rp 759.000.000, apalagi lebih, namun kami heran kenapa kejaksaan
masih terus menahan kasus tersebut, jangan jangan kejaksaan sengaja
membiarkan kasus BLUD ini berlarut larut, untuk di jual belikan," Kata M.
Sahiruddin, Rabu (2/3).

Dugaan ini lanjutnya, sangat beralasan sebab sejauh ini kasus BLUD RSUD
Praya hilang, padahal diawal kejaksaan sangat gencar hingga menemukan
kerugian negara cukup fantastis. 

"Dulu kejaksaan sangat gencar memproses kasus BLUD RSUD Praya, sampai
sampai menemukan kerugian negara cukup besar, tapi sekarang kok malah
kendor, jangan jangan kejaksaan sedang mempertontonkan jual beli kasus dan
harganya belum sesuai kesepakatan," Sambungnya.

Selain itu lanjut sekretaris pemuda pancasila Loteng yang biasa di sapa om
Daink, keyakinannya kalau kasus ini bakal di uang kan, mengingat adanya rumor
yang beredar, kalau pihak BLUD RSUD Praya, sudah menyiapkan dana sebesar
Rp. 850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) agar kasus ini tidak
berlanjut. 

Jika ini benar, lama lama masyarakat tidak akan percaya sama Aparat Penegak
Hukum (APH) dan tahun 2022 ini adalah tahun martabat aparat hukum dan
negara terlihat tanpa rupa, berantakan dan rusak berkeping-keping. 

Hukum dan aturan diinjak-injak berlaku sangat tajam buat rakyat jelata, namun
sangat tumpul buat para penguasa. Mereka yang sedang berkuasa aji mumpung
dan tidak bisa di sentuh oleh hukum, bahkan lebih asyik dengan jual beli industri
hukum, bagi penguasa dan aparat hukum sudah tidak ada lagi teladan akhlak
yang bijak, dan tidak punya malu mereka sudah kehilangan  norma agama atau
hukum dan sudah tidak ada yang takut lagi dengan  azab neraka. 

Para pencinta kebenaran semua terdiam bak buih di lautan lepas, rakyat sudah
frustrasi mau jadi apa negara ini ke depannya. Iman pun dalam hati sudah
terkikis hingga setipis kulit bawang merah, barokah wahyu dan ilmu mulai
menghilang kalah dengan uang atau dolar. 

Rakyat jelata meratapi duka nestapa yang hatinya remuk redam melihat para
penguasa berpesta pora dengan mengebiri mereka yang banyak bicara, keadilan
dan kebenaran dimana-mana luluh lantak dengan segebok harta benda.(Adbravo)


